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BUPATI SAMPANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SAMPANG 

 

NOMOR 19 TAHUN  2019 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI  SAMPANG  NOMOR  58  TAHUN 2018 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA  ESA 

 

BUPATI SAMPANG, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 130 Tahun 2018  tentang  Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2018 tentang 

Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 

Anggaran 2019 dan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 

903/17.541/201/2019 Tanggal 31 Desember 2018 perihal  Pagu 

Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada 

Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2019, perlu dilakukan beberapa pergeseran Anggaran 

Belanja dan atau penambahan program/kegiatan   yang dibiayai 

dari dana tersebut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah 

Kabupaten Sampang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan  

dan  Belanja   Daerah    (APBD)    Kabupaten    Sampang   Tahun 
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    Anggaran 2019, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019. 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3851); 

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5049); 

7.  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun  2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

8.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5495);  
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9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

90, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan  

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5340); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan  

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 110, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan  Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 

5165); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

21. Peraturan  Pemerintah Nomor 2  Tahun 2012 tentang  Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012    

Nomor 5, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609); 
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23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

123, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan  Pemerintah 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5717); 

24. Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  Dana 

Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 168, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5558); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, 

Nomor 114); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perawakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republilk 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomnor 6057); 

28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 199); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir  kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019; 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 29 Tahun 2008 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2009 

Nomor 29); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 4); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Sampang 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sampang Tahun 2014 Nomor 2); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan 
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Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 Nomor 3); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sampang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Perijinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2014 

Nomor 4); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2018 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2018 Nomor 4); 

41. Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 

2018 Nomor 58 ). 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI SAMPANG NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 58 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2019 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 4) diubah sebagai 

berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai 

berikut : 
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1.  Pendapatan  : 

a. Pendapatan Asli Daerah      Rp.     149.916.258.005,00 

b. Dana Perimbangan       Rp.  1.256.322.680.572,00 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah    Rp.     400.664.518.000,00                                                                                                                     

         Jumlah Pendapatan    Rp.1.806.903.456.577,00 

 

2. Belanja  : 

a.   Belanja Tidak Langsung  : 

1. Belanja Pegawai    Rp.668.191.455.985,00 

2. Belanja Bunga    Rp.                          _ 

3. Belanja Subsidi    Rp.                             – 

4. Belanja Hibah    Rp.  47.586.300.000,00 

5. Belanja Bantuan Sosial   Rp.  13.295.000.000,00 

6. Belanja Bagi Hasil   Rp. 2.068.801.715,00 

7. Belanja Bantuan Keuangan  Rp.333.568.722.200,00 

8. Belanja Tidak Terduga   Rp     3.995.225.000,00        

                   Rp.1.068.705.504.900,00 

b. Belanja Langsung  

1. Belanja Pegawai     Rp.  17.925.055.500,00 

2. Belanja Barang dan Jasa   Rp.458.794.738.408,00 

3. Belanja Modal     Rp.341.190.986.241,00                 

                     Rp. 817.910.780.147,00

  

                                           Jumlah Belanja          Rp.1.886.616.285.047,00 

 

    Surplus/(Defisit)        (Rp. 79.712.828.470,00) 

 

 c. Pembiayaan 

1.  Penerimaan                     Rp. 79.712.828.470,00 

2.  Pengeluaran                                   Rp.                                  

   

Jumlah Pembiayaan Neto     Rp. 79.712.828.470,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan    Rp.                       -    

 

Pasal  2 

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 

dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
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Pasal  3 

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih Lanjut dalam  

Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal  4 

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini 

dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

 

Pasal  6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.      

 

 

     Ditetapkan di :  Sampang 

     pada tanggal  :  8 April 2019  

 

                                                                                  BUPATI  SAMPANG, 

 

 ttd. 

                                                                                 H. SLAMET JUNAIDI 

 

 

Diundangkan di :  Sampang 

pada tanggal   :  8 April 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG 

 

 ttd. 

PUTHUT BUDI SANTOSO,SH, M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 19610114 198603 1 008 
 

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor  : 19 


